
Standar Pelayanan Penanganan Perkara Non Litigasi di Lingkungan 
Pemerintah Kota Probolinggo
No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan penanganan perkara : - Pemohon mengirimkan surat kepada Bagian Hukum perihal 

permohonan pendapat hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan surat kepada Bagian Hukum perihal permohonan pendapat hukum

2. Bagian Hukum melakukan telaahan atas permasalahan dan menyusun pendapat hukum atas 

permasalahan dimaksud

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Menyesuaikan dengan perkembangan penanganan perkara

Biaya / Tarif

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

Jl. P. Sudirman No 19 Probolinggo 67211 0335421830 

bag-hukum.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota 

Probolinggo
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http://bag-hukum.probolinggokota.go.id
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Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendapat Hukum / Legal Opinion

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Bagian hukum 

Setda Kota Probolinggo Jl. Panglima Sudirman No.19

2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: 

Telepon (0335) 421830

Fax (0335) 421830

 Email : hukumpemkotprob@yahoo.com
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